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A. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi pemerintah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap SKPD wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.
LKj IP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya good governance serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.
Bertitik tolak dari RKPD tahun 2016 dan Rencana Kerja Tahun 2016, maka LKj IP SKPD yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2016 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala SKPD kepada Bupati Gunungkidul. 
B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi
Dasar hukum pembentukan Kecamatan Tepus berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Kecamatan.

. 

1. Tugas Pokok

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Tugas Umum Pemerintahan yang diselenggarakan Kecamatan meliputi  :

a) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

c) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

d) mengkoordinasikan pemeliharaan dan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

e) mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

f) membina penyelenggaraan pemerintahan desa; dan 

g) melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan dan penyusunan Perencanaan, Pembinaan  Pemerintahan,  dan Pembangunan Kemasyarakatan;

b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan peundang-undangan;

e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;

g. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;

h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa;

i. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;

j. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

k. penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

l. peningkatan partisipasi masyarakat;

m. pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset Pemerintah Daerah;

n. peningkatan perekonomian masyarakat;

o. peningkatan kesejahteraan sosial;

p. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal;

q. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

r. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional Kecamatan; dan  
s. pengelolaan ketatausahaan Kecamatan
2. Struktur Organisasi

 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Kecamatan, Struktur Organisasi Kecamatan, yaitu :

· Camat;

· Sekretariat yang membawahi  :

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

2) Subbagian Umum;

· Seksi Tata Pemerintahan;

· Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

· Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

· Seksi Kesejahteran Sosial; 

· Kelompok Jabatan Fungsional.
Gambar. 1.1
Struktur Organisasi 
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Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, didukung sumberdaya manusia yang memadai dengan jumlah pegawai sebanyak 15 orang  pada akhir Tahun 2016. Adapun jabatan struktural di lingkungan SKPD sebanyak 8 jabatan, terdiri dari  eselon III = 2 jabatan, eselon IV = 6 jabatan. Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil non eselon sebanyak  8 orang.
Gambar 1.2
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Sumber : Subbagian Umum  Kecamatan Tepus.

Sedangkan komposisi pegawai SKPD berdasarkan Golongan Ruang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai 
	No.
	Golongan/Ruang
	Bezetting 31 - 12 - 2016

	1
	II/a – II/d
	6

	2
	III/a – III/d
	8

	3
	IV/a – IV/e
	2

	
	Jumlah
	16


Sumber : Subbagian Umum SKPD.

Gambar 1.3
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Sumber : Subbagian Umum  Kecamatan Tepus.

Sedangkan sumber dana untuk mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,  (APBD). Besarnya sesuai yang diampu  oleh Kecamatan Tepus  sebesar Rp  376.509.656
C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Permasalahan utama yang dihadapi Kecamatan Tepus  pada Tahun 2016 antara lain :

1. Terbatasnya jumlah Pegawai, sehingga pelaksanaan tugas-tugas belum dapat diselesaikan dengan tepat waktu

2. Koordinasi antar  Dinas Instansi yang ada di Kecamatan Tepus belum bisa berjalan  secara optimal

3. Anggaran Belanja Kecamatan masih tergantung pada kemampuan APBD Kabupaten, sehingga kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas belum maksimal  karena  semua  kegiatan tidak lepas dari factor pendanaan.

4. Masih belum Optimalnya pelayanan pada masyarakat terutama yang berhubungan dengan administrasi kependudukan, karena masih ketergantungan dengan alat.

5. Kemampuan SDM Aparat Pemerintahan Desa terbatas, sehingga berakibat kurang lancarnya dalam pelaksanaan tugas-tugas di bidang Pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

6. Pendapatan Asli Desa rendah, sehingga masih mengandalkan bantuan dari Pemerintah yang menyebabkan adanya rasa ketergantungan;

7. Masih belum optimalnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan, seperti dari sisi aparatur, kelembagaan, pelayanan dan pengawasan.

D. 

Dalam kerangka perencanaan pembangunan Kabupaten Gunungkidul, tahun 2016 merupakan masa transisi dari RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 ke RPJMD 2015-2020. RPJMD 2015-2020 belum dapat disusun pada tahun 2015 karena harus menunggu Kepala Daerah terpilih yang sesuai kebijakan pemerintah, pemilihan Kepala Daerah diundur dan dilaksanakan secara serentak pada bulan Desember 2015, sehingga RPJMD Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2015-2020 sebagai penjabaran visi misi Kepala Daerah terpilih, baru dapat ditetapkan pada tahun 2016.
 Sebelum ditetapkannya RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2020, sasaran dan target kinerja pemerintahan dan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 disusun berpedoman pada arah kebijakan pembangunan Lima Tahun ke tiga RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025, mengacu dan disinergiskan dengan RPJMD Propinsi, RPJM Nasional, RKP Tahun 2016, serta memperhatikan hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya, agar pembangunan selalu berkesinambungan dan keberhasilanya dapat lebih terukur. Untuk itu, RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 disusun dan dirancang agar mampu menjawab permasalahan-permasalahan dan target pembangunan yang belum dapat diwujudkan pada tahun-tahun sebelumnya. RKPD Tahun 2016 disusun harus lebih baik, komprehensif dan aplikatif  dalam mewujudkan arah kebijakan pembangunan Tahun 2016  sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025.
A.
Rencana Kerja SKPD Tahun 2016
Rencana Kerja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD Nomor 41/KPTS/2015 tentang  Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Tepus Tahun 2016 tanggal 11 Nopember 2016 sebagaimana telah diubah  dengan Keputusan Kepala SKPD Nomor 27/KPTS/2016. Dokumen tersebut merupakan alat perencanaan tahunan yang menjadi tolok ukur kinerja SKPD dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh  masyarakat.
Selanjutnya SKPD menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada Tahun 2016. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan, sasaran strategis selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Sasaran strategis dan indikator kinerja 
	No
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja

	1.
	Pelayanan publik dilaksanakan sesuai standart pelayanan prima 
	Indeks Kepuasan Masyarakat

	2.
	Pengelolaan keuangan masing-masing Perangkat Daerah dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan
	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu

	3.
	Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa meningkat
	Indeks Kualitas Menejemen Pemerintahan Desa

	4.
	Ketentraman dan ketertiban wilayah meningkat
	Persentase penurunan angka kriminalitas

	5.
	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial  (PMKS) di wilayah Kecamatan yang terlayani meningkat
	Persentase PMKS yang terfasilitasi


SKPD telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor  298/KPTS/2014 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tepus. Adapun Indikator Kinerja Utama  Kecamatan Tepus  adalah sebagai berikut:
Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
	No.
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	Target 2016

	
	
	
	Satuan
	Jumlah

	1.
	Pelayanan Publik dilaksanakan sesuai standar pelayanan prima
	Indeks Kepuasan Masyarakat
	Indeks
	80

	2
	Peningkatan Kapasitas kelembagaan pemerintahan desa
	Indeks Kualitas Manajemen Pemerintahan Desa
	Indeks
	70

	3
	Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat
	Presentase penurunan angka kriminalitas
	Persentase
	30

	
	
	
	
	


3. 
Program-program 
Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka program yang disusun Kecamatan Tepus tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1) Program pelayanan administrasi perkantoran  
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4) Program peningkatan  Kapasitas Sumber daya  Aparatur  

5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

6) Program peningkatan kualitas pelayanan publik.
7) Program peningkatan  Kualitas Perencanaan.
8) Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan desa 
9) Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial kemasyarakatan  
10) Program Peningkatan ketentraman, ketertiban dan kenyamanan lingkungan  
11) Program  Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 
.
B.  RENCANA KINERJA 2016
Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (quantitative objectives) apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi.
Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut SKPD menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja SKPD. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang secara substantif tidak jauh berbeda dengan Renja.
Rencana Kinerja Tahunan 2016 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan serta menguraikan target kinerja yang hendak dicapai SKPD selama Tahun 2016. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2016 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan.
Target sasaran untuk Tahun 2016 memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai. RKT 2016  adalah  sebagai berikut:
	No.
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	Satuan
	Target

	1.
	Pelayanan Publik dilaksanakan sesuai standar pelayanan prima
	Indeks Kepuasan Masyarakat
	Indeks
	80

	2
	Peningkatan Kapasitas kelembagaan pemerintahan desa
	Indeks Kualitas Manajemen Pemerintahan Desa
	Indeks
	70

	3
	Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat
	Presentase penurunan angka kriminalitas
	Persentase
	30

	
	
	
	
	


C. PERJANJIAN KINERJA 2016
Perjanjian Kinerja Tahun 2016 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Kepala SKPD dengan Bupati Gunungkidul untuk mewujudkan target kinerja tahun 2016 berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh SKPD. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan. Pada dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2016 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai SKPD selama Tahun 2016. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2016 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan.   
Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2016 disusun setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor  35/DPA/2016 dan diubah seiring dengan perubahan DPA atau DPPA Nomor 102/DPPA/2016. Perubahan Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2016 sebagai berikut:
	No.
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	Satuan
	Target

	1.
	Pelayanan Publik dilaksanakan sesuai standar pelayanan prima
	Indeks Kepuasan Masyarakat
	Indeks
	80

	2
	Peningkatan Kapasitas kelembagaan pemerintahan desa
	Indeks Kualitas Manajemen Pemerintahan Desa
	Indeks
	70

	3
	Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat
	Presentase penurunan angka kriminalitas
	Persentase
	30

	
	
	
	
	


	No.
	Nama Program
	  Anggaran
	Keterangan

	1.
	Peningkatan kualitas Pelayanan Publik
	10.412.000
	

	2.
	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan  Desa
	26.615.000
	

	3
	Peningkatan Ketentraman, ketertiban dan kenyamanan lingkungan
	29.590.000
	

	1. 
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